
Alokasi Timeline Renaksi

Anggaran (Rp) (TW I/II/III/IV)

A BAGIAN UMUM DAN TU

Koordinasi dan Pengelolaan BMN  TW II, TW III, TW IV

Melaksanakan kegiatan pengamanan 

BMN

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Menggandeng media eksternal 

dalam menciptakan citra positif 

TW II

Memfasilitasi kegiatan audiensi, 

koordinasi, dan sinergitas dengan 

pihak eksternal dan stakeholder 

lainnya

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Penyusunan Laporan BMN TW II, TW III, TW IV

Penggunaan , penghapusan dan 

pemindahtanganan BMN, 

penatausahaan BMN

TW II, TW III, TW IV

Melakukan Perencanaan BMN 
TW II, TW III, TW IV

Melakukan Peliputan, Dokumentasi 

dan Publikasi Kegiatan Kantor 

Wilayah

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Menggandeng media eksternal 

dalam menciptakan citra positif 

TW I, TWII, TW III, 

TW IV

Mengelola Website dan Konten 

Media Sosial

TW I, TWII, TW III, 

TW IV

Mengelola Kanal Informasi dan 

Pengaduan Masyarakat  

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

189.490.000 Layanan Protokoler Melakukan koordinasi dan 

pelaksanaan keprotokoleran

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

148.748.000 Layanan Umum
Melakukan Administrasi dan 

pengelolaan barjas/UKPBJ, 

pengelolaan rumah tangga Kantor 

Wilayah, dan pengelolaan kesehatan 

pegawai

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

14.650.556.000 Layanan Perkantoran Melaksanakan pembayaran gaji dan 

tunjangan, biaya operasional dan 

pemeliharaan perkantoran

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU

1 Pengelolaan Administratif 

dan Fasilitatif Kantor 

Wilayah Kementerian 

Hukum program Dukungan 

Manajemen 

Meningkatnya pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di 

Lingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum 

Persentase Pelaksanaan 

Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum

100% 118.516.000

28.154.000

10.000.000

215.282.000

Rencana Aksi

(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)

Layanan Hubungan Masyarakat dan 

Informasi 

Layanan BMN

Pengelolaan BMN Kantor Wilayah

Layanan Kerja Sama

No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target



998.596.000 Layanan Sarana Internal Pengadaan perangkat pengolah data 

komunikasi dan peralatan fasilitas 

perkantoran 

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

17.050.000 Layanan Manajemen SDM Internal Melaksanakan orientasi ASN baru TW II

Melaksanakan koordinasi 

administrasi kepegawaian

TW II

Pelaksnaan Ujian Dinas TK I, Ujian 

Penyesuaian Ijazah dan

Penilaian JFT

TW II

Pembinaan Kepegawaian dan 

Bapperjakat 

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Bina Mental Pegawai dan 

penanganan hukuman disiplin

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Pencanangan ZI dan 

penandatangananPK

TW I 

Rapat Evaluasi Capaian Kinerja 

Semester I

TWII

Refleksi Akhir Tahun TW IV

Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja 

Program dan Kegiatan Kantor 

Wilayah

TW III

Evaluasi Penyelenggaraan SPBE di 

Lingkungan Kantor

Wilayah

TW II, TW III, TW IV

38.100.000 Layanan Manajemen Kinerja Kantor 

WIlayah
Penyusunan SAKIP, MR, dan SPIP

TW I

185.378.000
Koordinasi dan konsultasi Manajemen 

Keuangan

Koordinasi dan Konsultasi Laporan 

Keuangan dan Perbendaharaan

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

15.100.000

Layanan Perencanaan dan 

Penganggaran

Melakukan penyusunan Renstra 

Kantor Wilayah,  RKA-K/L, dan 

analisis kebutuhan anggaran Kantor 

Wilayah T+2

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Penyusunan Laporan Keuangan 

Semester I Kantor Wilayah

TW II

Penyusunan Laporan Keuangan 

Semester II Kantor Wilayah

TW IV

Pengelolaan perbendaharaan TW II, TW III

Melaksanakan tindak lanjut temuan 

BPK dan Inspektorat Jenderal

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Layanan Manajemen SDM 

Pengelolaan Perencanaan dan 

Manajemen Kinerja Kantor

Wilayah

14.390.000 Layanan Manajemen Keuangan

1 Pengelolaan Administratif 

dan Fasilitatif Kantor 

Wilayah Kementerian 

Hukum program Dukungan 

Manajemen 

Meningkatnya pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di 

Lingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum 

Persentase Pelaksanaan 

Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum

100%

418.766.000

414.316.000



Melaksanakan Reformasi Birokrasi, 

pembentukan satuan kerja WBK

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Melaksanakan pembangunan 

Budaya Anti Korupsi dan Unit

Pemberantasan Pungli dan 

Gratifikasi

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Pengelolaan kearsipan
TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Pengawasan dan Pemusnahan 

Kearsipan

TW II, TW IV

181.036.000 Layanan Reformasi Kinerja

25.900.000 Layanan Kearsipan

1 Pengelolaan Administratif 

dan Fasilitatif Kantor 

Wilayah Kementerian 

Hukum program Dukungan 

Manajemen 

Meningkatnya pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di 

Lingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum 

Persentase Pelaksanaan 

Rencana Aksi Reformasi 

Birokrasi di lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum

100%



Alokasi Timeline Renaksi

Anggaran (Rp) (TW I/II/III/IV)

A Bidang Administrasi Hukum Umum

Melaksanakan layanan 

kewarganegaraan melalui 

pengambilan sumpah 

kewarganegaraan verifikasi data 

kewarganegaraan

TW 3

Melaksanakan Pelantikan PPNS TW 2, TW 3

Melakukan Pelantikan notaris TW 1, TW 4

Pengawasan PMPJ TW 2

Sosialisasi/Diseminasi/Rakor TW 1,TW 2, TW 3

Publikasi,pameran,helpdesk TW 1, TW 3

Melakukan koordinasi dengan 

instansi terkait dan koordinasi pusat

TW 1,TW 2, TW 3

Pemantauan dan evaluasi layanan 

AHU di wilayah

TW 4

Perkara Hukum lembaga Advokasi perkara terkait produk 

layanan AHU di wilayah

TW 3

Dukungan kesekretariatan oleh 

Majelis Pengawas Wilayah

TW1, TW 2, TW 3,TW 

4
Dukungan kesekretariatan oleh 

Majelis Pengawas Daerah

TW1, TW 2, TW 3,TW 

4
Dukungan kesekretariatan dan 

pengawasan MKNW

TW1, TW 2, TW 3,TW 

4

B Bidang Kekayaan Intelektual

Kerjasama Pemantauan Pengawasan 

KI dengan Instansi Terkait

TW III dan TW IV

Evaluasi dan Pelaporan Penegakan 

Hukum KI

TW III dan TW IV

2. Pendampingan Penanganan Aduan 

Pelanggaran KI

Koordinasi Penanganan Aduan/ 

pelanggaran/ Penyelesaian Sengketa 

KI

TW IV

Melakukan Diseminasi Hak Cipta & 

Desain Industri

TW I

Melakukan Diseminasi Merek dan 

Indikasi Geografis

TW I

Melakukan Diseminasi KI Lainnya TW I

Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi 

dan Edukasi KI

Melaksanakan Kegiatan Ruki di  Luar 

Kota

TW II

Melaksanakan Kegiatan Ruki di 

Dalam Kota

TW II

Melaksanakan kegiatan Booth 

Pameran KI

TW II

Melaksanakan Talkshow Radio 

terkait layanan KI

TW I

Melaksanakan Talkshow TV terkait 

layanan KI

TW I

1

1 Penyelenggaraan Layanan Kekayaan 

Intelektual di Kantor Wilayah

Terwujudnya Penegakan Hukum 

Kekayaan Intelektual di Wilayah

Persentase Masyarakat yang 

Memahami Kekayaan Intelektual di 

WIlayah

70% Rp1.495.140.000 1. Diseminasi dan Edukasi KI

2. Agenda Guru Kekayaan Intelektual

3. Penyebarluasan Informasi KI

Penyelenggaraan Administrasi Hukum 

Umum di Wilayah

Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di 

Kantor Wilayah

Rencana Aksi

(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)

Persentase Penyelesaian Aduan 

Pelanggaran Kekayaan Intelektual di 

Wilayah

30% Rp120.730.000 1. Pengawasan KI

Persentase Peningkatan PNBP 

Ditjen AHU di Kantor Wilayah

6%  Rp                    2.527.800.000 Pelayanan publik lainnya

Pengawasan kenotariatan oleh majelis 

pengawas di wilayah

No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan Target



Melaksanakan Podcast terkait 

layanan KI

TW I

Koordinasi Layanan Kekayaan 

Intelektual ke pusat

TW II

Pendampingan Pengajuan 

Permohonan KI di daerah

TW II

Persentase Peningkatan 

Permohonan Kekayaan Intelektual 

di Wilayah

20% 1. Pendampingan Pengajuan 

Permohonan KI

1 Penyelenggaraan Layanan Kekayaan 

Intelektual di Kantor Wilayah

Terwujudnya Penegakan Hukum 

Kekayaan Intelektual di Wilayah

Persentase Masyarakat yang 

Memahami Kekayaan Intelektual di 

WIlayah

70% Rp1.495.140.000

Rp405.195.000

3. Penyebarluasan Informasi KI



Alokasi Timeline Renaksi

Anggaran (Rp) (TW I/II/III/IV)

A DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI

Persiapan Harmonisasi Rancangan 

Produk Hukum

Daerah

Membuat Tim Pokja dalam rangka Pelaksanaan 

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan 

Konsepsi Perancangan Peraturan Daerah

Melaksanakan Rapat Pengharmonisasian Produk Hukum 

Daerah

TW I, TW II

 Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait
TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan 

Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Membuat Laporan Pelaksanaan Harmonisasi
TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Pemetaan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan 

Daerah

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Kajian peraturan daerah TW III

Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan 

Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan 

Perundang�Undangan di Daerah

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan 

Perundang�undangan

TW I, TW II

Rapat Pengarahan dan Pembinaan Perancang Peraturan 

Perundang-undangan

TW I

Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan 

Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah

TW II, TW III

Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah TW II, TW III

Penilaian Indeks Reformasi Hukum TW II, TW III

Pelaporan Pembinaan Perancang Peraturan 

Perundang�undangan

TW IV

Persiapan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 

Rancangan Produk Hukum Daerah

TW II

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 

Rancangan Produk Hukum Daerah

TW IV

1. Jumlah Analisis dan Evaluasi 

Produk Hukum yang Dilakukan

1 Dokumen 60.608.000 Analisis dan Evaluasi Produk Hukum

- Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan AE

- Melaksanakan FGD 

- Melaksanakan rapat perumusan rekomendasi hasil AE

- Melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan AE dan 

evaluasi Tindak Lanjut AE tahun sebelumnya

- Melaksanakan Peningkatan Pemahaman Analisis dan 

Evaluasi 

TW II, TW III, TW IV

2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan 

Peraturan Daerah

1 Dokumen 73.251.000 Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada 

Pemerintah Daerah

- Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah 

Akademik

- Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan 

Pembentukan Peraturan Daerah 

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

Terwujudnya Pengelolaan 

Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Persentase Anggota JDIHN yang 

Dikelola terhadap Total Anggota 

JDIHN di Wilayah

25% 80.750.000 Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah - Melaksanakan koordinasi mengenai peningkatan 

kapasitas pengelolaan perpustakaan

- Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 

JDIH

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

170.038.000 Pembinaan Pelaksanaan Bantuan 

Hukum di Wilayah

Persiapan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum 

Tingkat Daerah, pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan 

Bantuan Hukum

Tingkat Daerah, dan pelaporan

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

3 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum 

di Wilayah

1. Persentase Layanan Bantuan 

Hukum Litigasi yang Diberikan 

terhadap Total Permohonan 

Layanan Bantuan Hukum Litigasi

82%

Pemantauan dan Evaluasi serta 

Pelaporan

Terfasilitasinya Rancangan Produk 

Hukum di Daerah

Persentase Rancangan Produk 

Hukum di Daerah yang Difasilitasi 

oleh Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum

80% 309.230.000

Rencana Aksi

(kegiatan krusial dalam rangka mencapai target output)

2 Penyelenggaraan Fasilitasi 

Perencanaan, Pemantauan dan 

Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

Terwujudnya Analisis dan Evaluasi 

Produk Hukum di Wilayah serta 

Fasilitasi Perencanaan Peraturan 

Daerah

Target

Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan 

Produk Hukum Daerah

Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan 

Produk Hukum Daerah

1 Penyelenggaraan Fasilitasi 

Pembentukan Regulasi di Wilayah

Meningkatnya Pembinaan Perancang 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Peningkatan Kapasitas 

Pembinaan Tenaga Perancang 

Peraturan Perundang-undangan

25 Orang 122.430.000 Pembinaan Perancang Peraturan 

Perundang-undangan di daerah

13.340.000

Meningkatnya Layanan Bantuan 

Hukum di Wilayah

No Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kegiatan



Inventarisir Peta Permasalahan Hukum di Wilayah
TW II, TW III, TW IV

Pelaporan Hasil Inventarisasi data Permasalahan Hukum
TW II, TW III, TW IV

1.048.000.000 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi
Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

2. Persentase Layanan Bantuan 

Hukum Non Litigasi yang Diberikan 

terhadap Total Permohonan 

Layanan Bantuan Hukum Non 

LItigasi

80% 181.390.000 2.Pelaksanaan verifikasi permohonan 

bantuan hukum non litigasi

- Melaksanakan verifikasi permohonan bantuan hukum 

non litigasi pada aplikasi sidbankum

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

58.892.000 Layanan penyuluhan hukum di Daerah Melakukan penyuluhan hukum keliling, melaksanakan 

penyuluhan hukum tidak langsung berupa 

penyebarluasan informasi hukum di media digital

TW II, TW III, TW IV

87.660.000 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar 

Hukum

- Melakukan kegiatan temu sadar Hukum pada kelompok 

sadar Hukum

- Melakukan pembinaan anggota atau koordinasi ke BPHN 

mengenai pembinaan Desa/Kelurahan sadar Hukum

- Melaksanakan pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan 

menuju Desa/Kelurahan sadar Hukum

TW I, TW II, TW III

39.590.000 Penyelenggaraan Paralegal Justice 

Awards di Wilayah Sosialisasi dan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PJA, 

Pelaksanaan Seleksi dan Penyampaian Rekomendasi

Peserta PJA, dan Pelaporan Hasil Kegiatan PJA di Wilayah

TW I, TW II, TW III, 

TW IV

9.880.000 Pemantauan dan Evaluasi 

Desa/Kelurahan Sadar Hukum
Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pelaporan

TW II, TW III, TW IV

Analisis Evaluasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

di Wilayah

TW I, TW II, TW III

Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM
TW I, TW II, TW III

Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)TW I, TW II, TW III

Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum di Wilayah TW I, TW II, TW III

20.000.000 Diskusi Strategi Kebijakan Hukum Persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi dan 

pelaporan

TW III, TW IV

Rekomendasi Strategi Kebijakan 

Hukum di Wilayah

Inventarisasi Permasalahan Hukum di 

Wilayah

3 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum 

di Wilayah

Meningkatnya Desa Sadar Hukum di 

Wilayah

Persentase Peningkatan 

Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang 

Memenuhi Kriteria sebagai 

Desa/Kelurahan Binaan terhadap 

Total Usulan Kantor Wilayah

70%

283.664.000

1. Persentase Layanan Bantuan 

Hukum Litigasi yang Diberikan 

terhadap Total Permohonan 

Layanan Bantuan Hukum Litigasi

82%

50.931.000

Terwujudnya kemanfaatan 

rekomendasi strategi kebijakan hukum 

di wilayah

Persentase rekomendasi strategi 

kebijakan hukum di wilayah yang 

ditindaklanjuti

80%4 Analisis Strategi Kebijakan Hukum di 

Wilayah

Meningkatnya Layanan Bantuan 

Hukum di Wilayah


